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Urgensi dari Inisiatif-inisiatif Pencegahan Korupsi
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Abstract

Cften the action against the erime committed at the tinte the erime is only give mamentary effeet. With
that prosecunion, the impact folt directly on crime whick happening but the action isn't necessarily
intervene directly an the raot of the problem or no impact at ol on the roor of the problem. New trend
in reducing crimes ferime offending) is a preventive action ferime prevention), This precawtion does
not focus on crime itself hut in the long term is considered as more effective measures against erime

reduction,
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Menurut kamus Longman, korupsi
adalah perilaku yang tidak jujur, tidak sah,
dan tidak bermoral khususnya dan
seseorang vyang mempunyai kekuasaan.
Sedangkan berdasarkan Anmti Corrruption
Aet, korupsi adalah segala perilaku yang
melawan hukum dan menyalahgunakan
kekuasaan  yang  bermaksud  untuk
menciptakan kerugian atau beban pada
pembiayaan publik atau ekonomi pada
umumnya (sumber: lecture note ekonomi
Kriminalitas oleh Rimawan Pradiptva).
Korupsi bisa dalam bentuk suap, pungli,
dan penggelapan,

Sedangkan menurut UU No.31 Tahun
1999  tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, korupsi dinyatakan bahwa
setiap orang vyang melawan  hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri
sendirt atau orang lain atau suatu korporasi
vang dapat merugikan Kkeuangan negara
atau perekonormnian negara (pasal 2).
Selanjutnya diuraikan juga dalam pasal 2
bahwa seseorang melakukan tindak pidana
korupsi ketika setiap orang yang dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau
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orang lain atau suatu korporasi, menyalah-
gunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara.

Ada empat dasar tindakan (Milano
(1999), dalam Langseth 1999) yang bisa
digunakan untuk melawan korupsi dalam
suatu negara:

I. Institusi dasar dari tata kelola yang
bagus harus diperkuat, Pengadilan
adalah garda terdepan untuk menjaga
hukum dan integritas. Namun ketika
peradilan sendiri korup maka masalah
akan semakin membesar dan tidak
adanya aturan hukum yang jelas.

2. Kapasitas dan integritas dari penegak
hukum harus ditingkatkan. Sebab
hukum yang baik akan mandul jika
tidak dilaksanakan, hakim dan pakar
hukum yang mumpuni akan sia-sia jika
tidak dimainkan fungsinya, dan
investigator yang baik tidak akan
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berguna ketika hakim dan para pakar
tersebut korup.

3. Pemerintah narus menetapkan
sgjumlah alat untuk pencegahan. Kode
etik dan independensi yang kuat dari
lembaga pengawas bisa menetapkan
standar yang bisa diterima baik oleh
kalangan swasta maupun publik. Para
pemimpin politik di semua lim1 baik
dari pemenntab, yudikatif maupun
legislatif harus menciptakan
transparansi terhadap pembukaan harta
baik diri maupun keluarga.

4. Rakyat pada umumnya harus diberikan
pendidikan  yang mengedepankan
pentingnya tata kelola yang baik dan
diharapkan juga berpartisipasi di
dalamnya. Pendidikan 1tu msalnya,
tidak membiarkan suara yang dimiliki
hisa dibel, tidak dibiasakan menyuap,
melaporkan kejadian korupsi Kepada
yang berwenang, mengajari anak-anak
bahwa integritas itu baik dan korup itu
tidak baik, dan scbhagainya.

KAJIAN LITERATUR PENCEGAHAN
KORUPSI

Penyebab Terjadinva Korupsi

Dalam  merumuskan  pencegahan
korupsi, kita tidak bisa mengesampingkan
berbagai penyebab yang bisa menimbulkan
korupsi itu sendirt Dengan mengetahui
penyebab-penyvebab dari korupsi maka
akan memudahkan kita untuk melakukan
pencegahan  terhadap  kemungkinan
terjadinya korupsi. Dengan diketahuinya
penycbab  atau  faktor-fakior  yang
mempengaruhi korupsi maka diharapkan
akan lebih mudah menerapkan strategi
penanggulangan korupsi dan tentunya
diharpkan biaya penanggulangan tersebul
menjadi lebih rendah.

Menurut Lamsdorff sebagaimana yang
ditunjukkan oleh berbagai penelitian saat
ini, penyebab dari korupsi antara lain:

U3

Besarnya Sektor Publik (Size of Public
Sector)

Usaha untuk meminimalkan sektor
publik terjadi ketika dirasakan korupsi
semakin - meningkat. Dengan demikian
besarnya sektor publik juga bisa meng-
indikasikan semakin besamya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Semakin
besar sektor publik maka semakin me-
nurunkan besarnya korupsi.

Kualitas Peraturan (Regulatory Quality)

Semakin jelek peraturan yang ada
maka semakin memperbesar adanya
korupsi. Banyak ekonom vyang sepakat
bahwa memang peraturan yang kurang
baik adalah penyebab terbesar terjadinya
korupsi. Begitu pula di lidang ekonomi,
ketika terjadi monopoli maka peraturan
yang kurang baik menyebabkan terjadinya
distorsi pasar,

Rendahnya kempetisi ekonomi (Lack of
Economic Competition)

Rendahnya kompetisi  juga bisa
menvebabkan terjadinya korupsi. Karena
tidak adanya kompetisi maka akan terjadi
pertukaran antara birokrat dan pelaku
ekonomi, Pelaku ekonomi memberikan
suap atau imbalan ekonomi. Sebaliknya
birokrat memberikan janji politik terhadap
kesempatan ekonomi yang ada untuk
memperoleh keuntungan lebih banyak.

Struktur Pemerintah (Government
Structure)

Dengan  struktur  pemerintabh yang
demokratis maka akan dapat menurunkan
korupsi. Ketika kekuatan polink vyang
menduduki  pemerintahan  melakukan
korupsi maka dengan kompetisi politik
yang baik tentunya untuk periode ke
depannya tidak akan terpilih. Begitu pula
ketika  pemilihan secara  langsung
diterapkan maka akan meningkatkan
kompetisi politikk yang ada. Dengan




demikian kontrol kekutan politik yang di
atas semakin kuat terhadap subordinatnya.

Desentralisasi (Decentralization)

Desentralisasi  bisa  mendekatkan
kebijakan terhadap penduduknya. Dengan
demikian korupsi bisa dikurangi namun
ketika pemerintahan lokal lemah maka
juga berpengaruh scbaliknya terhadap
kesejahteraan. Oleh karenanva bagaimana
pengaruh desentralisasi adalsh tergantung
bagaimana desentralisasi itu dijalankan.

Budaya (Culture)

Para sosiolog lebih mengemukakan
peran  budaya dalam  mempengaruhi
korupsi. Diantaranya adalah  tingkat
kepercayaan pada umumnya, agama, dan
penerimaan terhadap hirarki yang ada.

1. Nilai-nilai (Falues)
Variabel budaya lain yang berkaitan
dengan paham tradisional juga bisa
menyebabkan korupsi. Seperti halnya
kekentalan yanp terlalu dekat yainu
nepotisme. Fakta lain juga menunjuk-
kan bahwa tradisi vang sah dan
sosialis  turut  juga  meningkatkan
korupsi.

2. Gender
Peran adanya struktur sosial saat ini
dipertimbangkan  schagai faktor
penting dalam mempengaruhi adanya
korupsi.  Jarmgan  kerja  yang
didominasi oleh laki-lak; dikatakan
cenderung memperbesar  terjadinya
korupsi. Dan sebaliknya meningkatkan
emansipasi wanita bisa menurunkan
terjadinya Kkorupsi. Dengan adanya
transparansi lintas jenis kelamin maka

- akan menekan terjadinya Korupsi.

3. Geograli dan sejarah (Geography and
history)
D1 samping kondisi cultural, yang
mempengaruhi korupsi adalah kondisi
peograll  dan sejarah  masa lalu,
Berlimpahnya kekayaan alam, tingkat
korupsi daerah sekitarmya, dan jauhnya
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dengan jarak daerah yang menjadi
pusat  perdagangan  menyecbabkan
meningkatnya Lingkat korupsi.
Melimpahnya sumber daya alam
menarik untuk melakukan kegiatan
rent seeking economic. Perilaku korup
sekitarnya mempengaruhi daerah yang
bersangkutan  untuk  berpernilaku
serupa, selain itu korupsi daerah
sekitarnya berdampak pada daerah
tersebut,

Hunt (2006) dalam kajian literaturmya
banyak mendapatkan berbagai hal yang
bisa dikaitkan dengan korupsi. Berbagai
hal yang berhubungan negatil’ dengan
korupsi antara lain sistem hukum yang sah,
tradisi Protestan dan koloni Inggris,
desentralisasi fiskal, gaji vang lebih besar
terhadap PNS, dan porsi yang lebih besar
dalam parlemen dan layanan publik,

Dalam instansi publik  yang
berhubungan erat dengan pengelolaan
keungan terlebih lagi pada pengumpulan
seperi  halnva direktoral pajak (di
Indonesia) maka tentunya juga mempunyai
resiko vang tinggi terjadinya korupsi.
Dalam tataran pegawai pengumpul pajak
(Vesquez et al 2004:50) menyimpulkan
bahwa motivasi utama terjadinya korupsi
adalah  kepentingan  finansial  sccara
pribadi. Sedangkan keputusan ya atau
lidaknya pegawai pajak melakukan korupsi
anatar lain sejumlah faktor motlivasi yaitu
kurangnva moral dan perilaku etis para
pegawai, rendahnya kemungkinan
terdeteksinya korupsi, lemahnya hukuman
dan  penyelesaian  perkara  Korupsi,
rendahnya gaji dan kompensasi yang
sesual dengan insentif, dan besar atau
kecilnya kesempatan terjadinya Korupsi
berkaitan dengan pekerjaan.

Bahkan dalam hal penyampaian
bantuan atau bantuan kemanusian pada
sualu kondisi vang emergensi atau tidak
menentu, seperti halnya bencana alam,
perang, dan schagainya. Bahkan pada
kondisi tersebut menyebabkan terjadinya
resiko korupsi yang tnggi. Resiko korupsi
yvang tinggl pada kondist emergens: antara
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lain terjadi ketika perang, tngkat ungg
korupsi prakrisis, rendahnya transparansi
dan akuntabilitas, lemahnya tata aturan,
terbatasnya kesamaan dengan Kkonteks
yvang ada, skala operasi vang cepal, dan
adanya tekanan vyang tinggi dalam
menghabiskan anggaren (Ewin et al dalam
Batley, 2008:5).

Dampak dari Korupsi

Sebagaimana  dikemukakan  olch
Mehmet pada tahun 1994 dalam Jaya
(2005: 121), pada tingkat mikro, korupsi
merupakan salah satu sumber pokok dan
terjadinya disfungsional dari institusi,
Sumber pokok dari disfungsional institusi
adalah perilaku yang bersilal opportunis
seperti halnya rent seeking, korupsi, lobi,
dan serta pengembalian uang proyek untuk
kepentingan pribadi (kick back). Di mana
berbagai perilaku oportunis  tersebut
mengakibatkan terjadinya biaya transaksi
dan hilangnya kescjahteraan masyarakat
(welfare loss), serta inflasi akibar tekanan
biaya tinggi (cosh-pushing inflation).

Dari berbagai kusjian empiris dalam
negara transisi ditemukan bahwa memang
korupsi menyebabkan hambatan terhadap
berbagai hal positif dalam pembangunan
ekonomi. Seperti halnya penghambatan
investasi asing maupun domestik, menekan
pertumbuhan, menghambat perdagangan,
mendistorsi  besarnya  dan  komposisi
pengeluaran pemenntah, memperlemah
sistem  keuangan, dan meningkatkan
underground economy. Yang paling
penting adalah adanya hubungan vang kuat
antara  korupsi  dengan  peningkatan
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
(World Bank, 2000),

Investasi dipengaruhi  oleh faktor
ketidaktentuan dalam lingkungan bisnis.
Dengan adanya korupsi maka cenderung
meningkatkan ketidakpastian itu. Semakin
tinggi tingkat ketidakpastian maka semakin
meningkatkan biaya investasi. Dengan
demikian semakin tinggi tingkat korupsi
maka semakin menurunkan  tingkat
investasi yang terjadi. Dengan turunnya
investasi maka juga berakibat menurunkan
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lingkat pertumbuhan ekonomi pada negara
yvang bersangkutan,

Pada negara yang transisi yang pada
umumnya tingkat pendapatannya rendah,
terdapat hubungan vang erat antara korupsi
dan tingkat kemiskinan, Dengan lngkal
pendapatan yang rendah maka cenderung
tingkat korupsi administrasinya tinggi.
Dengan pendapatan yang rendah maka
pemerintah mempunyai sumber daya yang
rendah baik darj sisi kulitas dan kuantitas
dalam  melakukan  pengawasan  dan
supervisi dalam rangka mengendalikan
korupsi adminsitrasi.

l.ebih dan itu dengan adanya korups
maka ukan menurunkan kualitas pelayanan
publik. Parahnya lagi dengan korupsi maka
akan menekan perkembangan usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM). Dengan
tingkat  korupsi yang parash  pada
adminstrasi maka segmen bisnis UMKM
ini dijadikan target korupsi oleh pelaku
korupsi. Akibatnya, dengan adanya korupsi
maka UMKM vang pada umumnya
dijalankan oleh penduduk miskin malah
akan  menjerat  kemiskinan  pada
kemiskinan itu sendiri.

Korupsi yang terjadi akan
meningkatkan transfer pendapatan dar
publik ke pegawai pemerintah dengan
demikian maka pendapatan publik juga
dengan sendirinya akan menurun. Kondisi
ini menyebabkan penurunan pendapatan
pemerintah yang didapatkan dari pajak.
Selain dari itu, dengan diterimanya
pendapatan  yang ilegal oleh pegawai
pemerintah maka akan meningkatkan
kegiatan ekonomi yang tidak tercatat (lidak
resmi). Lebih dari itu dengan adanya
korupsi maka dana yang dikumpulkan dari
publik dibelikan barang yang kurang bagus
kualitasnya. Perusahaan vang memenangi
pengadaan biasanya tidak melalui tender
melainkan melalui pembayaran yang tidak
resmt (pungll ataupun suap).

Dengan adanya korupsi maka akan
menurunkan  kredibitas  pemerintahan.
Banyaknya tingkat korupsi yang terjadi
maka akan menurunkan kepercayaan
kepada institusi  yang  bersangkutan.




Kelanjutan dari  runtuhnya  ketidak-
percayaan terhadap pemerintah adalah
semakin meningkatnya kriminalitas vang
terjadi,

Selain itu dampak korupsi pada
dasarnya bisa meningkatkan pendapatan
bagi pengumpul pajak (dalam hal
adalah pegawai pajak) dalam jangka
pendek namun dalam jangka panjang akan
menurunkan penerimaan pendapatan dar
pajak (Fjeldstad dan Tungodden, 2003),
Ada berbagai diskusi yang menarik dengan
adanya korupsi fiskal ini, yaitu:

l. Dengan adanya korupsi di bidang
pajak maka kepercayaan terhadap
kolektor pajak  khususnya  akan
menurun  lebth  dari  itu  juga
menurunkan  kepercayaan terhadap
pemerintah. Jika hal ini lerjadi terus
menerus maka pada akhirmnya
terjadinya penghindaran pajak dan
ujungnya penerimaan dar pajak akan
menurun,

2. Dengan adanya kecurangan yang
dilakukan oleh pegawai pajak tidak
hanya bernubungan dengan diri sendiri
namun juga mempengaruhi sikap
orang lain di tempat kerja yang sama,
Komitmen dan kejujuran  untuk
menjalankan tugas dengan baik sedikit
banyak akan terkikis atau semakin
lemah oleh sikap koleganva vang
secara nyata melakukan penggelapan
pajak.

3. Jika kondisi korupsi di bidang pajak
ini terus berlangsung maka akan terjadi
lingkaran setan di mana orang-orang
yang baru masuk pun akan cenderung
bersikap korup ketika habitat kerjanya
memang sudah lazim lerjadi korupsi.

4, Dengan menerima Korupsi scbagai
suatu kelaziman maka pada akhirnva
akan muncul resistensi secara resmi
terhadap adanya reformasi sistem
perpajakan.  Munculnya  resistensi
reformasi di bidang pajak ini juga
terjadi di Indonesia yang secara nyata
paling kuat ditentang oleh para
pegawai pajak itu sendiri.
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Jadi pada intinya dengan adanya
korupsi fiskal vang diterima sebagai suatu
kelaziman maka pada akhirnyva akan
berdampak pada penurunan penerimaan
pajak itu sendiri melalui dua cara. Cara
yang pertama adalah berakibat pada
menurunnya kemauan pembayar pajak
untuk membayar pajak dan vang kedua
adalah  menurunkan komitmen dan
kejujuran dar pegawai pajak itu sendiri.
Sehingga dalam  jangka panjangnya
efisiensi dari penerimaan pajak itu sendiri
akan menurun. Artinya dibutuhkan biaya
yang jauhb lebili besar (dan yang semesti-
nya) untuk melakukan pengumpulan
penerimaan negara dari pajak.

Berbagai  konsckuensi  dari  korupsi
vang jelas negatif bagi perekonomian juga
dikemukakan oleh (Lamsdorfl, 20086),
Konsekuensi itu antara lain adalah:

l. Ketimpangan (ineguality)

Dalam berbagi literatur yang dikaji
didapatkan bahwa dengan adanya
korupsi maka menyebabkan ke-
timpangan pendapatan. Korups: juga
menyebabkan  peningkatan  ketim-
pangan di bidang pendidikan dan
distrubusi tanah. Selain itu, ditemukan
kausalitas  kebalikannya,  dengan
adanya ketimpangan maka penduduk
miskin tidak dapat melakukan kontrol
dengan  baik  akibatnya  timbul
akuntabilitas yang rendah.

2. Produktivitas (productivity measures)
Ketika korupsi berperan bukan sebagai
katalis dalam sistem ekonomi malah
sebaliknya bagaikan pasir dalam mesin
perekonomian  maka mengakibatkan
turunnya produktivitas sumber daya
yang dipunyail. Akibatnya maka PDB
akan menurun dan begitu pula tingkat
pertumbuhan - ekonomi akan rendah.
Semakin timggi korupsi maka semakin
menurunkan pertumbuhan,

3. Investasi (investment)

Dengan adanya korupsi maka akan
menurunkan stok modal. Korupsi akan
menurunkan kredibilitas kebijakan dan
juga sekaligus akan menurunkan
kredibilitas komitmen. Ketika iklim
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investasi tidak kondusif tentunya akan
menurunkan tingkat investasi,

4. Sektor Publik (public sector)
Dengan adanya korupsi pada birokrasi,
akan terjadi musalokasi dar sumber
daya yang ada. Akibainya akan terjadi
mefisiensi. Ketika terjadi korupsi maka
akan terjadi penurunan produktivitas
dan  juga menurunkan  kualitas
pelayanan.

5. Sektor Swasta (privafe sector)
Dalam sektor swasta, korupsi bisa
bermata dua. Satu sisi dengan korupsi
maka swasta akan menurunkan
penundaaan  pelayanan  birokrasi.
Artinya proses administrasi  bisa
berjalan dengan baik. Sisi lainnya,
dengan adanya korupsi maka akan
menurunkan tingkat kcamanan hak
milik dan  juga  menyebabkan
misalokasi sumber daya, Namun pada
esensinya, korupsi berdampak negatil,
dengan adanya korupsi maka akan
terjadi penyimpangan pasar (baik
domestik maupun internasional) dan
juga akan menyebabkan banyaknya
ckonomi bawah tanah (underground
economy) dan penyimpangan pajak.

Artinya dari berbagai dampak yang
ada terlihat bahwa baik dar sisi mikro
maupun makro jelas korupsi banyak sekali
menimbulkan  sist  negatif.  Dengan
demikian korupsi disepakati sebagai
tindakan yang menjadi penghambat
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Metode Pencegahan terhadap Korupsi

Aktivitas pencegahan kriminal secara
umum ada dua, vyaitu tindakan yang
dilakukan dengan menjangkau langsung
terhadap individu vang bersangkutan dan
yang lainnnya adalah Kegiatan yang
dilakukan dengan menjangkau kondisi
yvang berkontribus: terhadap terjadinya
kriminalitas. Dalam kasus criminal secara
umum, yang penting juga adalah perlunya
diperhatikan secara simultan antara
ketidaksesuain  antara  individu  dan
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komunitas sosial vyang menghasilkan
pemuda pelaku kriminal dalam konsep
social serta adanya realisasi munculnya
pemuda pelaku kriminal yang timbul
akibat adanya pengalaman yang berulang-
ulang dalam kehidupan sosialnya (Gerard,
1944),

Pada umumnya tidak ada stratcgl
universal yang bisa diterapkan dalam
rangka memberantas korupsi. Namun yang
jelas strategi yang baik adalah strateg
yang mampu menjangkau kemungkinan
terjadinya korupsi baik dari sisi permintaan
maupun penawarannya.

Salah satu strategi yang diterapkan
dalam memberantas Korupsi adalah dengan
mensinergikan  pemberantasan  korupsi
dengan proses kerangka kerja
pengembangan manusia. Human Rights
Based Approach to Development (HRBA)
sebazaimana didefinisikan oleh UN High
Commisioner for Human Rights atau
pengembangan manusia dengan
pendekatan  berdasarkan  hak asasinya
adalah  kerangka kerja konseptual untuk
proses pembangunan manusia yang secara
normatif didasarkan pada standar hak asasi
manusia dan diarahkan secara operasional
untuk mempromosikan dan melindungi
hak asi manusia (Pilapitiya, 2004:4). Lebih
lanjut dalam Kkaitannya dengan pem-
berantasan korupsi, Pilapitiva (2004:22)
menyatakan bahwa kerangka kerja tersebut
harus menargetkan baik penerima suap
maupun pemberi suap serta memasukkan
struktur insentif strategi untuk mengurang!
korupsi. Namun tidak bisa dipungkin
bahwa strategi ini dibatasi oleh kapasitas
para pelaku pengembangan manusia
terscbut. Aktivitas-aktivitas yang Kkhu-
susnva berkaitan dengan komitmen politik
adalah pada kebebasan yang dijalankan
oleh pemerintah dan pelaku pembangunan
yang hanya bisa memainkan peran
pendukung dan pengarah.

Hasil dari strategi yang dipakai dengan
pendekatan HRBA itu adalah tiga hasil
yang saling menguatkan satu sama lainnya,
Yang pertama adalah strategi diharapkan
agar dapat meningkatkan kewaspadaan




masyarakat  terhadap  korupsi  dan
dampaknya, serta kemampuan untuk
memainkan peran sebagai kelompok yang
melawan korupsi. Yang kedua adalah
mendukung  strategi menjadi  lebih
menguatkan  komitment politik  untuk
mengurangi korupsi dan tidak melanggar
dalam masalah hukum korupsi.  Yang
ketiga adalah meningkatkan hukum dan
prosedurnya untuk mendeteksi, meng-
ivestigasi, dan memutuskan kasus-kasus
Korupsi.

Strategi lain yang diterapkan Sydney
Harbour Foreshore Authority, otoritas yang
memegang kewenangan untuk menjaga
Port Jackson (Sydney Harbour) atau
menjaga wilayah tepi panta seluas 4km’
termasuk di dalamnya Darling Harbour dan
The Rocks, vyang mengembangkan
kebijakan  yang  terintegrasi  untuk
meningkatkan praktek ctis olch pekerjanya
yang  berhubungan  dengan  klien,
masyarakat, dan pemerintahan. Termasuk
menerapkan kode etik untuk pegawai dan
direksinya yang menctapkan  standar
perilaku yang dikuti olch pekena, anggota
direksi, dan berbagai transaksi bisnis
dengan otoritas, Otoritas juga menerbitkan
dokumen resmi antara lain berupa aturan,
hak dan kewajiban serta tanggung jawab
para pekerja, stal, dan direksinya. Strateg
pencegahan korupsi dan fraud diintegrasi-
kan dalam berbagai kebijakan otoritas dan
sifatnya sudah menjiwai dalam deksripsi
posisi dan indicator-indikator kinerja dari
manajemn seniormya.

Strategi yvang diterapkan di kepolisian
UK, US, dan Australia psda umumnya
menerapkan lima hal pokok. Kelima hal
tersebut adalah manajemen sumber daya
manusia, kebijakan anti korupsi, control
internal, serta control cksternal (Newburn,
1999).  Dalam kebijakan anti korupsi
sendir boleh dikatakan hanya menerapkan
satu hal saja, vaitu dengan membuat dan
mengadopsi kode etik yang mengutamakan
pada integritas dan perilaku vang etis dan
anggota.  Selebihnya dalam  rangka
penanggulangan korupsi lebih banyak
ditckankan pada infrastrukiumya seperti
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penckanan pada manajemen sumber daya
manusia dan kontrol internal. Dengan
demmkian pada strategi penanggulangan
korupsi di ketiga negara tersebut lebih
ditekankan pada sisi pencegahannya,

Sisi pencegahan terscbut seperti halnya
pada sisi manajemen sumber daya manusia
maka menerapkan rekruitmen dengan
standar wyang tinggi. Untuk membina
anggotanya agar tidak terjerat dalam
korupsi maka melaiih anggota dengan
berbagai hal yang berkaitan dengan
korupsi terutama dalam hal etika dan nilai-
nilai  sebagai polisi yang profesional.
Untuk menghindart dari korupst maka
memberikan penekanan pada kebanggaan
sebagar  professional  schab  dengan
kebanggaan vang tunggi maka lebih tahan
terhadap godaan korupsi. Yang juga
penting adalah memberikan rasa tanggung
jawab vang tinggi sebagai anggota polisi
schingga integritas terbentuk.

Pada sisi kontrol, diterapkan dua
macam kontrol vaitu kontrol yang bersifat
preventif dan kontrol yang bersifat punitif,
Dalam kontrol yang bersifat pencegahan
diterapkan tiga kebijakan penting yaitu
akuntabilitas internal, supervisi yang ketat,
dan mengurangi berbagi prosedur yang
bisa memberikan peluang korupsi.

Dalam pengalaman  pemberantasan
korupsi yang dilakukan di Hongkong,
komisi independen pemberantasan korupsi
(dikenal dengan ICAC) mempunyai
beberapa kunei sukses dalam implementasi
yaitu (Chan, 2000:371):

. Mendapatkan  dukungan kemauan
politik dari pihak eksekutif pada level
yang tertinggi, kerangka kerja legilatif,
dan dukungan dana yang cukup untuk
meyakinkan independensi dan fokus
terhadap kerja yvang dilakukan.

2. Rekruitmen staf vang mengerti kerja
situasional seperti akuntan, insinyur,
surveyor kuantitas, mantan polisi, dan
pegawai negeri yang berpengalaman,

3. Melibatkan klien dalam semua [ase
kajian dalam rangka kerja untuk
mengembangkan berbagai tindakan
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pencegahan dan bagaimana meng-
implementasikannya.

4. Menkonsentrasikan pada lebith banyak
cara yang terstruktur untuk melatih
kebebasan seperti halnya dafiar cek
inspeksi, skema penandaan yang
obyektif untuk memonitor kinerja dan
menandal  sistem untuk  penilaian
tender.

5. Mengadopsi pendekatan global untuk
mencegah  korupsi  dengan  meneliti
gejalanya namun juga penyebabnya
seperti halnva struktur manajemen
yang lemah, legislasi yang udak cukup
dan aturan yang kurang ditegakkan,
serta  memegang  kuat  prinsip
transparansi.

Selain kunci sukses tersebut ada beberapa
metode yang diterapkan dalam pem-
berantasan korupsi oleh ICAC. Antara lain
diantaranya dalam rangka pencegahan
maka dilakukan prinsip-prinsip audit
operasional. Tetap dijaganya kerahasiaan
selama proses penyelesaian  pelaporan
masih berlangsung. Sumber-sumber kerja
utamanya berada sepenuhnya difokuskan
dari investigasi departemen operasi, namun
untuk kasus tertentu misalkan berkaitan
dengan sektor swusta, sumber rekomendasi
diperoleh dari Departemen Hubungan
Masyarakat dan jaringan kerja yang
dibuatnya. Dan yang juga penting adalah
ditingkatkannya waktu bagi stafl untuk
dilibatkan dalam kerja konsultatif.

Manfaat Pencegahan Korupsi

Ada berbagai macam manfaal yang
diperoleh  dalam rangka mencegah
terjadinya  korupsi.. Dengan  adanya
pencegahan korupsi, tindakan ini bisa
menghindarkan atau bisa menghilangkan
dampak negative terjadinya korupsi. Pada
dasamya tujuannya adalah menghilangkan
terjadinya  korupsi  namun  manfaat
dilakukannya pencegahan korupsi ter-
gantung dari strategi yang diterapkan.
Berbagai stratcgi baik yang dilakukan oleh
entitas privat maupun publik.
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Tujuan dari strategi  pencegahan
korupsi dan froud oleh pihak publik
sebagaimana yang diinginkan oleh Sydney
Harbour Foreshore Authority (2010:4)
adalah untuk meningkatkan iklim etis yang
mengembangkan sermua aktivitas
pencegahan itu sendin dalam otoritasnya.
Ini melibatkan pencegahan korupsi yang
memusatkan dalam kerangka kerja yang:

* Meningkatkan dan mencegah
kesadaran akan standar etis yang tinggi
dari  ketepatan,  kejujuran, dan
akuntabilitas yang diharapkan pada
setiap  pekerja  yang  menjadi
kewenangannya.

=  Memimimalkan  penillaku  Korupsi
melalul promosi, pengembangan. dan
implementasi dari kebijakan vang tepat
mekanisme prosedur, dan control.

= Memfasilitasi pendeteksian, pelaporan,
dan investigasi dan aktivitas korupsi.

Dengan adanya upaya pencegahan
terhadap korupsi, sistem tata kelola
(governance) baik dalam pemerintahan
maupun bisnis mengalami evolusi menjadi
sistem yang lebih baik. Dengan sistem
yang lebih baik maka celah-celah yang ada
yang bisa menjadi peluang terjadinya
korupsi  diharapkan tertutup. Dengan
tertatanya sistem dengan baik maka Kita
bisa dengan tcpat memvonis bahwa pekerja
yang korupsi memang berjiwa korup.
Sebab seringkali korupsi bukan karena
seseorang memang secara sengaja melukan
korupsi namun sistem dan lingkungan lah
yang menyebabkan ia melakukan korupsi.
Lebih dari itu jika tata kelola tercipla
dengan baik maka tujuan dari pengelolaan
itu tercapal dengan efeknif dan efisien.

PERKEMBANGAN PENCEGAHAN
KORUPSI DI INDONESIA

Perkembangan pencegahan Korupsi di
Indonesia signifikan ketika orde reformasi
dimulai. Meskipun pada saat orde baru ada
institusi ~ yang  dikembangkan dalam
pencegahan korupsi namun perkembangan
institusi ini tidak terlalu mengenai sasaran
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karena  cenderung mempertahankan
kepentingan penguasa yang ada. Setelah
adanya reformasi maka institusi yang
membrantas korupsi ¢enderung mengalami
perekembangan pesat seiring dengan era
keterbukaan yang ada di Indonesia.

Dengan adanya KPK maka terjadi
perubahan sangat besar di mana Kkasus
yang ditindak adalah dengan kategon
kasus minimal RplM (milyar). Meski
ketika dianalisis dari detection rate dengan
adanya KPK maka kasus korupsit lebih
banyak diungkap namun jika dianalisis
secara ekonomi  berdasarkan derecrion
rate-nya juga, KPK dinilai secara ekonomi
lebih banyak biaya daripada manfaatnya.
Berdasarkan perbandingan kasus tahun
1998-2003 kondisi di mana sebelum ada
KPK dan 2004-2008 vaitu periode setelah
adanya KPK, kasus korupsi vang diajukan
ke pengadilan naik dart 121 terdakwa
menjadi 461 terdakwa. Namun menurut
evaluasi ekonomi, manfaat yng diperoleh
dari sisi denda yg diperoleh rata-rata
scbesar  Rp3,76M  scdangkan  biaya
operasional rata-rata KPK sclama periode
tersebul sebesar Rp72.83M (Pradiptya,
2010a dan 2010b). Ini terjad: karena pada
saat melakukan penuntutan  kerugian
ckonomi biasanya hanya didasarkan pada
ketentuan yang tertera dalam UU. Di mana
dalam UU, vang dihitung hanyalah biaya
cskplisit korupsi (seberapas besar uang
negara yvang dikorupsi), padahal secara
ekonomi ada banyak biaya termasuk biaya
implisit (biaya akibal korupsi, biaya
pencegahan, dan biaya penegakan hukum
dan lain-lain) yang biasanva jauh lebih
besar dari eksplisit,

Selama Rl berdiri ada beberapa
lembaga yang ditujukan untuk melakukan
pemberantasan korupsi. Seluin KPK yang
terbentuk  di tahun 2003 | terdapat 6
lembaga lainnya di bidang pemberantasan
korupsi yang sudah dibentuk (Jasin, 2010).
LLembaga tersebut adalah 1). Operasi
Militer di tahun 1957, 2). Tim
Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, 3).
Operasi Tertib pada tahun 1977, 4). Tahun
1987 dengan Tim Optimalisusi Penerimaan
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Negara dari sektor pajak, 5). Dibentuknya
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun
1999, dan 6). Tahun 2005 dibentuk Tim
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Timtas Tipikor). Dibandingkan dengan
keenam lembaga tersebut KPK dipandang
sebagai lembaga yang paling efektif
memberantas korupsi.

Lebih dan itu, tidak ada sejarah yang
menunjukkan prestasi segemilang
sebagaimana pemberantasan korupsi oleh
KPK terutama pada saat dipimpin oleh
Antashari Azhar (AA). Saat kepemimpinan
AA, KPK telah menjebloskan berbagai
pihak mulai dari rakyat biasa (pengusaha),
pejabat  eksckutif, wakil rakyat, dan
penegak peradilan. Pada era kepemimpinan
AA, KPK sudah biasa menjebloskan
anggota DPR yang terhormat yang pada
zaman Orba boleh dikatakan tak tersentuh,
Bahkan, Rusdiharjo. adalah salah satu
mantan  Kapolri, dijebloskan  karena
kasusnya pada saal menjabat Dubes
Malaysia. Dan yang paling meyakinkan
juga, baru kali ini keluarga terdekat
presiden vailu besan presiden dijebloskan
ke penjara oleh KPK dalam kasus korupsi.

Akibat prestasi gemilang dart KPK
inilah maka KPK mendapat benturan
berbagai pihuk vyang dirasa terpojokkan
dengan keberadaan KPK. Mulai dari kasus
Anggodo yang menyeret perseteruan Cicak
Buava (KPK vs Polri) hingga pelemahan
posisi KPK dengan terancam dengan
disahkannya UU Tipikor dan UU Peradilan
Tipikor. Yang terbaru adalah kasus
digugatnya kembali dengan kemenangan
pra peradilan oleh Anggodo terhadap
Bibit-Chandra yang muncul karena kurang
kuatnya dasar hukum yang digunakan oleh
Kecjaksaan Agung RI dalam menetapkan
penghentian kasus hukum Bibit-Chandra.

Untuk UU Tipikor, meskipun telah
mengalami kemajuan dan keluasan bidang
korupsi yang dicakup, UU tersebut
memmuat beberapa kelemahan, Ada 3 poin
kemajuan dalam UU tersebut vaitu 1).
Memasukkan prinsip-prinsip pem-
berantasan korupsi vang dianut oleh United
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Nations Convention Against Corruption
(UNCAC), 2). Memperluas bidang
cakupan korupsi seperti halnya pejabat
publikasing, pajabat publikinternasional,
dan sektor swasta, dan 3). Penghapusan
izin pemeriksaan bagi kepala daerah yang
terkena kasus korupsi. Selain sisi positif
tersebut, ada beberapa sisi negatif yaitu
kelemahan UU Tipikor tersebut antara lain
tidak adanya ancaman hukuman minimal
yang tersirat dalam UU tersebut, adanya
upaya kompromi dengan koruptor dengan
memberikan  kesempatan pengampunan
bagi koruptor untuk di bawah Rp2Sjuta
yang mau berkompromi mengembalikan
uang hasil korupsinya, serta tidak
diakuinya  Pengadilan  Tiptkor  dan
membatasi kewenangan KPK yang terbatas
pada penyidikan ssja atau dihilangkan
kewenangan penuntutan (Koalisi Pemantau
Peradilan, 2009),

Dalam internal KPK sendiri selain
menitikberatkan pada unsur penindakan,
juga diikuti dengan penckanan pada unsur
pencegahan. Unsur pencegahan vang
diterapkan dalam KPK adalah (Jasin,
2010):

I. Pembentukan integritas bangsa.
Di dalamnya dilakukan usaha pen-
didikan dalam rangka membentuk
mental yang kuat untuk menangkal
korupsi. Dilakukan juga pelatihan bagi
pelatih  (ftraining of trainer _TOT)
dalam  pelatthan  dengan  malteri
antikorupsi. Kampanye dan pendidikan
ditujukan  untuk membentuk  ke-
waspadaan yang kuat terhadap korupsi.
Untuk menunjang hal ini maka
diperlukan juga perbaikan sistem,
peningkatan renumerasi, dan perbaikan
pengawasan dalam rangka mencegah
korupsi,

2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
(good gavernance)
Seiring dengan adanya desentralisasi
maka diambil beberapa kebijakan dan
adminstrast dengan pelaksanaan yang
baik beberapa pemda secara umum
meliputi perbaikan layanan publik,
penegakan  hukum,  administrasi,
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keuangan, dan partisipasi aktif dari
masyarakal dengan mengacu kepada
prinsip-prinsip  yang  transparan,
akuntabel, efisien, konsisten,
partisipatif, dan  responsif.  Wujud
kongkrit dari penerapan lata kelola
pemerintahan  yang baik  tersebut
berupa:

a. penerapan pakta integritas bagi
seluruh pegawai,

b. memperkenalkan layanan satu atap-
satu pintu (one sfop services),

¢. pencairan  anggaran  dengan
menyederhanakan jumlah meja
yang dilalmi  dalam  proses
pengurusan pencairan anggararn,

d. pemberian tunjangan  Kkinerja,
yvakni pemberian uang tambahan
yang didasarkan prestasi kerja bagi
setiap individu pegawai,

€. penerapan pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang konsisten,
pencgakan hukum yang tegas bagi
vang melanggarnya.  Merubah
sistem pengadaan barang dan jasa
melalui  sistem  elektronik  (e-
procurement);

f.  mencrapkan anggaran berbasis
kinerja dengan melibatkan pe-
rwakilan masyarakat,

g. mendorong partisipasi masyarakat
untuk berpartisipasi aktif dalam
memberikan  masukan yang
konstruktif bagi usaha pemerintah
dalam membangun masyarakat
serta dalam memantau pelaksana-
an program kerja pemermntah untuk
mewujudkan sisiem pemerintahan
yang transparan,

3. Reformasi Birokrasi

Dilakukannya reformasi birokrasi yang

dilakukan secara bertahap berdasarkan

ketersediaan anggaran.

Selain kerja  keras internal KPK,
pemberantasan korupsi juga tidak terlepas
dari kerjasama dengan berbagai pihak yang
ada seperti Kejaksaan Agung, Polri, BPK
serta pihak terkait lamnya. Yang juga tidak
hisa  diremehkan  perannya  dalam
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keberhasilan KPK untuk mengungkap
korupsi adalah institusi Pusat Pelaporan
Atas Transaksi Keuangan (PPATK).
Tindak pidana korupsi adalah tindak
kriminal luar biasa dengan demikian
tentunya dibutuhkan langkah antisipasi
yang juga luar biasa. Untuk menghilang-
kan barang buktinya, modus yang
dilakukan pelaku korupsi anatara lain
melakukan berbagai transaks: pencucian
uang sehingga uang yang tadinya haram
menjadi halal secara hukum. Dar sini
maka peran PPATK sangatlah penting
dalam mengungkap upaya pencucian uang
dari  korupsi, selain  memudahkan
menganalisis, informasi dari PPATK bisa
digunakan untuk menjadi barang bukti
berupa aliran dana hasil tindak korupsi.
Sejak didirikan tahun sampai dengan
31 Desember 2006 PPATK sudah
mencrima 6,793 laporan  transaks
kevangan mencurigakan (1 TKM) dan
| .968.180 laporan transaksi keuangan tunai
(LTKT) serta 1.432 cross horder cash
carrving (CBCC), Dari laporan 1 dan
ditambah  berbagi  informasi  lainnya
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dihasilkan 433 analisis yang sudah
diserahkan  kepada  Kepolisian  dan
Kejaksaan, Sedangkan untuk KPK sendiri
12 hasil analisis (kasus) yang diterima dari
PPATK (Husein. 2007). Perkembangan
sclanjutnya didapatkan dalam laporan
tahunan untuk tahun 2007 diperoleh 5.831
LKTM untuk periode tahun 2007 dan dari
524 hasil analisa keuangan yang dilakukan
ada  sehanyak  S08  kasus  Korupsy/
penggelapan, 275 kasus penipuan (275
kasus), 39 kasus kejahatan perbankan, 79
kasus pemalsuan dokumen, dan berbagai
kasus lainnya (PPATK., 2008).

Secara umum, walaupun masih banyak
perbaikan di semua lini institusi publik
serta institusi penegak hukum,
pemberantasan  korupsi  di  Indonesia
menunjukkan trend yang meningkal. Pada
tahun 2006 Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indonesia menempati peringkat 130 di
dunia dengan skor 2.4 dan pada tahun 2008
menempati peringkat 126 dengan skor 2.6
(T Indonesia, 2006 dan  2008).
Perkembangan skor IPK di Indonesia dapat
dilihat dalam gambar 1.

Gambar |,
Tren Skor IPK untuk Indonesia 1995-2008
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Sumber: Malik (2008)

Memang IPK bukanlah data cmpiris,
namun ketika memakai data empiris untuk
membandingkan korupsi saling silang
antar bheberapa negara sangatlah sulit.

Karena data korupsi tidaklah selalu tercatat
dengan baik. Paling-paling yang bisa
dibandingkan antar negara adalah tindak
lanjut kasus yang telah masuk dan
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memasuki  proses penuntutan. Data-data
yang saling silang antar negara tidak dapat
merefleksikan  tingkat  korupsi  yang
sebenarnya, malahan cara seperti ini hanya
menyoroti kualitas penuntut, pengadilan
dan/atau media dalam mempublikasikan
korupsi.  Satu-satunva cara  untuk
mengumpulkan dats komparatif adalah
dengan membangun berdasarkan
pengalaman dan persepsi dari pihak-pihak
yang berkaitan langsung dalam
menghadapi realita korupsi yang terjadi
dalam suatu negara (Tl Indonesia, 2008).
Untuk menentukan skor dan peringkat
negara, Tl menggunakan berbagai survai
yang ada.

KESIMPULAN

Menghilangkan  penyebab-penyebab
terhadap terjadinya korupsi dan
mengarahkan tindakan terhadap penyakit
korupsi merupakan tindakan yang lebih
dapat menghilangkan terjadinya korupsi.
Tindakan pencegahan terhadap korupsi
berpengaruh  dalam  jangka panjang,
Namun meski tindakan pencegahan
terhadap korupsi adalah baik dalam jangka
panjang, tentunya tindakan terhadap
terjadinya kriminalitas korupsi itu tetap
perlu  dilakukan. Dengan  demikian
diperlukan aktivitas secara simultan antara
tindakan  terhadap  korupsi  dengan
melakukan pencegahan terhadap
kemungkinan terjadinya korupsi.

Korupsi dapat terjadi dalam berbagai
sisi, baik itu pada mstitusi publik maupun
swasta, mulai dari pemerintahan dan
institusi penegak hukum seperti kepolisian
sampai pihak swasta seperti pebisnis.
Korupsi mempunyai dampak terhadap sisi
mikro maupun maupun makro, dan jelas
korupsi banyak sekali menimbulkan sisi
negatif, Dengan  demikian, korupsi
disepakati sebagai tindakan yang menjadi
penghambat pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya upaya pencegahan
maka paling tidak dampak negative dari
terjadinya korupsi bisa dihindari. Upaya
pencegahan korupsi bisa memperbaiki
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sistem yang ada. Dengan demikian tala
kelola menjadi lebih baik dan pada
akhimya akan tercipta efisiensi dan
efektifitas dalam mencapai tujuan dari
pengelolaan pemerintahan maupun bisnis.

Dalam strategi pemberantasan korupsi
terlihat bahwa selain penindakan terhadap
korupsi, tindakan pencegahan mendapat-
kan penekanan’ dalam berbagai strategi
yang ada. Tindakan pencegahan tersebut
dilakukan dalam berbagai cara mulai dari
pembuatan sistem yang baik, peningkatan
kapasitas SDM dengan proses rekruitmen
yang baik, serta reformasi birokrasi
termasuk di dalamnya pembuatan kode etik
dan deskripsi kerja yang jelas serta yang
tidak dilupakan adalah renumerasi yang
baik ditunjang dengan pola insentif
terhadap kinerja.

Secara umum walaupun masih banyak
perbaikan di semua lini institusi publik
serta institusi penegak hukum,
pemberantasan  korupsi  di  Indonesia
menunjukkan  trend yang meningkat.
Hanya saja yang perlu diberikan poin
pertimbangan  dalam  pemberantasan
korupsi terutama yang dilakukan KPK
adalah scbailknya KPK tidak hanya
membuat  sistem  pendeteksian  dan
penindakan korupsi yang baik, KPK
semestinya juga memberikan pelayanan
berupa kerjasama pembuatan sistem yang
baik  terhadap  (khususnya)  institusi
publikdalam rangka pencegahan korupsi
Di mana pola, pendampingan pembuatan
sistem bagi institusi publik dilakukan oleh
lembaga serupa KPK di luar negeri sepert
halnya ICAC Hongkong. Dengan sistem
yang tertata dengan baik tentunya
pembcrantasan  korupsi dapat diterapkan
secara efisien dan efektif,
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